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ABSTRAK 

 

 

Aulia Kumala Hamdani (2021/21052032) : Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang 

Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi Pada Mahasiswa Universitas 

Negeri Padang 

 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

tentang pemiliha kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi 

mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang Pilkada, khususnya dalam konteks ambang batas pencalonan 

kepala daerah. Putusan tersebut memberikan peluang bagi partai politik non 

parlemen untuk mencalonkan pasangan kepala daerah apabila memenuhi syarat 

perolehan suara minimal, yang sebelumnya hanya dimiliki partai dengan kursi di 

DPRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan 

terdiri dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi, seperti Presiden Mahasiswa 

BEM KM UNP 4.5, Anggota WP2SOSPOL, dan Anggota BEM KM UNP bidang 

pergerakan, serta mahasiswa Departemen Ilmu Sosial Politik. Uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang 

beragam. Sebagian besar memandang positif putusan tersebut karena dinilai 

memperluas ruang demokrasi, menghapus ketidakadilan politik, meningkatkan 

partisipasi pemilih, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai 

untuk berkompetisi. Namun, sebagian mahasiswa juga menilai secara negatif 

karena dikhawatirkan dapat memunculkan calon yang tidak berkualitas, 

meningkatkan potensi politik uang, serta menimbulkan persaingan tidak sehat 

antarpartai. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan regulasi teknis 

dan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk mendukung implementasi putusan 

secara adil dan demokratis. 

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang 

Batas, Pilkada, Demokrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk 

penerapan dari sistem pemerintahan yang demokrasi, yang mana 

demokrasi menempati posisi teratas dalam negara yang menjunjung 

tinggi kesejahteraan rakyat (Syafruddin, S., & Hasanah, S. 2022) 

Pemilihan Kepala Daerah adalah menjadi salah satu elemen penting 

untuk memastikan perwakilan politik di tingkat lokal (Arifin, F. 2024). 

Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa 

Gubernur,Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara 

demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh 

rakyat. Yang berarti demokratis dalam ketentuan tersebut dengan 

memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat 

di daerah yang bersangkutan. 

Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan 

kepemimpinan yang benar-benar dan sesuai dengan kehendak rakyat. 

Dengan demikian, Pilkada merupakan salah satu bentuk sarana untuk 

mendapatkan legitimasi kekuasaan pada suatu daerah (Syafruddin, S., 

& Hasanah, S. 2022). Sistem Pilkada langsung yang diterapkan adalah 
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metode atau sistem nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian 

hak-hak demokrasi rakyat. 

Pada UU Pilkada pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa partai 

politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon 

menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi 

perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu 

hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari adanya UU Pilkada ini membawa 

ketidakadilan dalam sistem pemilu dan tidak mencerminkan sistem 

demokrasi, karena tidak bebasnya partai politik untuk mencalonkan 

pasangan mereka dan terdapatnya hak konstitusional yang di rugikan 

sebab tidak mendapatkan kedudukan yang sama dalam pemilu 

(Syafruddin, S., & Hasanah, S. 2022). 

Yang mana berawal dari pemohon yang berasal dari 2 partai, 

yaitu Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan kepada 

Mahkamah Konstitusi terkait pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 pada Senin, 20 Mei 2024. Dengan alasan kedua partai 

tersebut menggugat karena aturan yang menentukan bahwa hanya partai 

politik yang memiliki kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota 

yang bisa mengusungkan pasangan calon dalam pilkada. Sedangkan 

partai Gelora dan Partai Buruh tidak memiliki kursi dan tidak lolos ke 

parlemen, namun mendapatkan hak suara dari rakyat. Dengan itu aturan 

tersebut tidak adil karena bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang 
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keadilan pemilu yang demokrasi yang bebas, adil dan jujur, serta merasa 

ada hak konstitusional yang di rugikan (Kompas.com. 2024). 

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024 

oleh KPU 

Berikut beberapa partai politik yang tidak memiliki kursi 

dan tidak bisa mencalonkan pada Pilkada 2024 

 

No Nama Partai Perolehan 

suara sah 

Perolehan 

persentase 

suara (%) 

1. Partai Buruh 972.910 0,64% 

2. Partai Gelora 1.281.991 0,84% 

3. Partai Kebangkitan Nusantar 326.800 0,21% 

4. Partai Hanura 1.094.588 0,72% 

5. Partai Garuda 406.883 0,27% 

6. Partai Bulan Bintang 484.486 0,32% 

7. Partai Solidaritas Indonesia 4.260.169 2,29% 

8. Partai Perindo 1.955.154 1,29% 

9. Partai Persatuan 

Pembangunan 

5.878.777 3,87% 

10. Partai Ummat 642.545 0,42% 

Sumber : Bawaslu.go.id 2024 

 

Sehingga dengan adanya permohonan tersebut Mahkamah 

Konstitusi menggelar sidang perdana pada Kamis, 11 Juli 2024. 

Menurut pemohon, ketentuan yang ada pada pasal 40 ayat (3) UU 

Pilkada. Yang telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terkait partai 

politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya 

mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal 

hak dan kesempatan untuk mengajukan atau mendaftarkan calon 

kepala daerah. 
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Mahkamah konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian gugatan 

dari pemohon terkait pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang berdampak 

pada pasal lainnya, yakni pasal 40 ayat (1) UU Pilkada.. Mahkamah 

Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) dan mengubah pasal 40 ayat 

(1) tersebut, sebelum di ubah partai politik atau gabungan partai politik 

dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan paling 

sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan 

suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD. Menjadi partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan 

pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan 6,5% hingga 10% 

sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. 

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU- 

XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Membuka 

peluang untuk partai politik tanpa kursi untuk mencalonkan partainya 

pada pemilihan kepala daerah 2024, termasuk partai Buruh dan Gelora. 

Putusan ini diharapkan dapat mengakhiri kedominasian partai politik 

besar dalam menentukan kepemimpinan baik di daerah maupun di 

pusat, membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mengusungkan 

calonnya, juga mengantisipasi adanya calon tunggal kerena sumua 

partai politik bisa mencalonkan pasangannya jika memenuhi 

persyaratan yang telah di tentukan. 

Berdasarkan hasil observasi awal kepada mahasiswa dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa memahami dan mengetahui adanya 
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putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan 

megetahui adanya putusan ini, yang berdampak pada pasal-pasal dalam 

UU Pilkada, yaitu terdapatnya pasal 40 ayat (1) diubah isinya dan di 

batalkan pasal 40 ayat (3). Maka dari itu mahasiswa melakukan 

pengawalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana pada 

observasi awal terlihat di postingan instagram BEM KM UNP 

mahasiswa melakukan pengawalan dengan berbagai cara, misalnya 

memberikan aksi pencerdasan, aksi media, dan aksi turun kejalan untuk 

mengawal putusan ini. 

Maka putusan Mahkamah Konstitusi ini, membawa pengaruh 

dinamika pada sistem politik dan sistem pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) di indonesia. Dengan putusan ini menimbulkan berbagai 

argumen dan pandangan di masyarakat serta dikalangan mahasiswa, 

terdapatnya pro dan kontra terkait putusan ini (Alfaris, D. 2025). 

Mahasiswa sebagai generasi muda yang harus kritis dan peka 

Terkait isu-isi sosial-politik, bijak dalam menanggapi keputusan 

ataupun adanya perubahan regulasi, seperti yang di keluarkan oleh 

Mahkamah Konstitusi ini. Mahasiswa adalah orang yang belajar di 

perguruan tinggi baik di Universitas atau institut , ang mana mahasisiwa 

memiliki peranan-peranan dalam menjalankan statusnya sebagai 

mahasiswa, antara lain mahasiswa sebagai penyalur aspirasi rakyat, 

mahasiswa yang termasuk agen perubahan dan sosial kontrol di 

masyarakat ( Sutrisman, D. 2019). 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin, F. 

(2024) dengan judul penelitian “Analisis Kritis Terkait Ambang Batas 

Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik” 

penelitian ini membahas mengenai dampak kebijakan ambang batas 

Terkait jumlah calon, dominasi partai besar, dan kualitas demokrasi 

lokal. Yang mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan ambang batas menyebabkan penurunan jumlah calon, 

memperkuat dominasi partai besar, dan mengurangi kompetisi politik 

yang sehat. Sehingga penelitian temuan penelitian ini adalah perlunya 

penyesuain kebijakan untuk menciptakan proses pemilihat yang lebih 

adil dan efektif, serta memprtkuat kualitas demokrasi lokal. 

Penelitian lainnya oleh Hartono, H. (2024). Dengan judul 

penelitian “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terkait 

Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024” penelitian ini membahas 

mengenai urgensi dari adanya putusan Mahkamah konstitusi tersebut 

yang mengubah Ambang batas pencalonna kepala daerah dengan 

mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. 

Penelitian ini melihat putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

mempengaruhi kepercayaan publik Terkait sistem peradilan konstitusi 

dan sistem politik di Indonesia. 

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Syafruddin, S., 

& Hasanah, S. (2022). Dengan judul penelitian: “Analisis Dampak 

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Yang mana penelitian 
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ini membahas mengenai dampak dari penyelenggaraan pilkada pada 

tahun 2024 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mengubah ambang Batas Pencalonan kepala daraeah. Yang mana akan 

memberikan berbagai dampak pada pilkada yang dilaksanakan serentak 

pada 2024. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Baehaki, K. (2024) 

dengan judul penelitian: “Imlikasi Politik Putusan Mahkamah 

Konstitusi NOMOR:60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas 

Pencalonan Kepala Daerah”. Yang mana penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana kosekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi 

terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam pengujian materil 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Munandar, Agung, et al. 

(2024) dengan judul penelitian : “Pengaruh Putusan Mahkamah 

Konstitusi NOMOR 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai 

Politik Lokal Aceh dalam PILKADA 2024”. Yang mana penelitian ini 

menganalisis dampak putusan MK terhadap Pilkada di Aceh, mengatasi 

konflik normatif antar peraturan daerah dan peraturan yang paling 

tinggi. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan partai 

politik nasional harus diatur oleh Undang-Undang Nasional. 

Sehingga berdasarkan observasi awal terlihat adanya mahasiswa 

yang  mengawal  putusan  Mahkamah  Konstitusi  salah  satunya 
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mahasiswa Universitas Negeri Padang. Yang melakukan seruan aksi di 

depan gedung DPRD Sumatera Barat. Dan bisa dilihat dari beberapa 

organisasi yang ada di Universitas Negeri Padang yang juga membahas 

mengenai putusan ini, yaitu BEM KM UNP dan Unit kegiatan 

Mahasiswa WP2SOSPOL yang ikut mengawal keputusan ini. 

Sehingga dengan adanya putusan tersebut peneliti mau melihat respon 

atau tanggapan mahasiswa terkait putusan ini. Maka dari itu penelitian 

ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana Persepsi Mahasiswa 

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 

60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala 

Daerah ( Studi Mahasiswa Universitas Negeri Padang ). 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Adanya permohonan pemohon yang di ajukan yang 

berkaitan dengan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada. 

2. Terdapatnya perubahan isi pada Pasal 40 ayat (1) tentang 

Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. 

3. Terdapatnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas 

Pencalonan Kepala Daerah. 

4. Terdapatnya Mahasiswa yang melakukan pengawalan 

terkait putusan Mahkamah Konstitusi. 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini fokus pada Persepsi Mahasiswa Universitas 

Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambas Batas Pencalonan 

Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini Terkait Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang 

Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, yaitu : Bagaimana Persepsi 

Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait perubahan isi pada UU 

Pilkada Pasal 40 ayat (1)? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini Terkait Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang 

Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, yaitu : Untuk menganalisis 

bagaimana Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait 

perubahan atas isi pada UU Pilkada Pasal 40 ayat (1) 

F. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengembangan dan pengujian teori dalam bidang Ilmu 

Hukum  Tata  Negara  dan  bidang-bidang  keilmuan  yang 
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berhubungan dengan hukum dan politik lainnya dalam Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

b. Secara Praktis 

 

1. Bagi Mahasiswa 

 

Untuk memberikan gambaran tentang situasi politik saat 

ini, dan mahasiswa sebagai agen perubahan harus tau harus 

berbuat apa. Dan bisa melihat apa saja keputusan dari 

Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengaruh baik positif 

ataupun negatif untuk sistem demokrasi negara ini. 

2. Bagi Penulis 

 

Untuk menambah wawasan penulis yang kritis tentang 

Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang 

Batas Pencalonan Kepala Daerah yang mengabulkan 

permohonan pemohonan. 



 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Persepsi 

Mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang 

Batas Pencalonan Kepala Daerah, yaitu : Persepsi Mahasiswa Universitas 

Negeri Padang terkait perubahan isi pada UU Pilkada Pasal 40 ayat (1). 

Yang mana pada perubahan atas pasal ini menunjukkan tingkat 

kepedulian yang cukup tinggi mahasiswa Universitas Negeri Padang 

terhadap permasalahan konstitusional. Pandangan Mahasiswa terhadap 

pasal ini lebih menunjukan setuju atau positif dengan di ubahnya isi UU 

Pilkada pasal 40 ayat (1) ini. Karena memberikan peluang lebih besar bagi 

partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan 

kepala daerah melalui persentase suara yang lebih rendah. Yang pana 

putusan ini memberikan pandangan positif dan pandangan negatif dari 

mahasiswa. Persepsi positif mahasisiwa, yaitu : a. membuka peluang untuk 

partai kecil dan antisipasi calon tunggal serta kotak kosong, b. sejalan 

dengan prinsip demokrasi yang adil dan setara, dan c. meningkatkan 

partisipasi pemilih, d. Memulihkan hak konstitusi partai-partai. . Sedangkan 

perspektif negatif mahasiswa, yaitu: a. memunculkan calon-calon yang 
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tidak cukup berkualitas dan tidak memiliki basis dukungan yang kuat, b. 

munculnya politik uang dan persaingan yang sengit antar partai. 

B. Saran 

Setelah mencermati hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan 

hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Untuk Mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan dan pengawas sosial, 

mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif 

dalam mencermati dinamika hukum dan politik di indonesia, termasuk 

mengkaji secara kritis berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memiliki pengaruh besar terhadap jalannya demokrasi, seperti Putusan No. 

60/PUU-XXII/2024.Mahasiswa juga diharapkan tidak hanya bersikap 

reaktif, tetapi proaktif dalam melakukan kajian dan memiliki pemahaman 

terkait isu-isu kebijakan publik yang dikeluarkan, serta mampu membangun 

argumentasi berdasarkan data dan konstitusi, bukan sekadar opini pribadi 

atau arus media. 

2. Untuk pemerintah dan Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih 

meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi publik mengenai putusan- 

putusan yang dikelurkan, termasuk Putusan No. 60 ini. Yang mana ini agar 

masyarakat, khususnya generasi muda lebih dapat memahami dan 

mempertimbangkan hukum dan implikasi dari kebijakan yang ditetapkan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan 

penelitian khususnya penelitian yang berkaitan tentang Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PP-XXII/2024 tentang ambang batas 
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pencalonan kepala daerah. Maka diharapkan memerluas referensi, 

informan dan data-data yang dibutuhkan. 
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